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BUPATI KOTABARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR .... TAHUN 2021
26
TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PANGERAN JAYA SUMITRA KOTABARU
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KOTABARU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pencrapan
Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Dacrah Pangeran Jaya Sumitra
Kotabaru;
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6659);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Kotabaru Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Nomor 4);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30
Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Mcnctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PANGERAN JAYA SUMITRA KOTABARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2.Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah yang menjadi kewenangan
dacrah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya discbut Bupati adalah
Bupati Kotabaru.

4.Badan Layanan Umum Daerah yang sclanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
unit pelaksana tcknis dinas/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan dacrah pada umumnya.

5.BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang sclanjutnya
disingkat BLUD RSUD adalah BLUD Rumah Sakit
Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra di Kabupaten
Kotabaru.

6. Pemimpin BLUD RSUD yang selanjutnya disebut
Direktur adalah Pengguna Anggaran yaitu pejabat
pemegang — kewenangan — penggunaan - anggaran
(otorisator) untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional
dan keuangan BLUD RSUD Pangeran Jaya Sumitra.



7.Dewan Pengawas BLUD vang seclanjutnya discbut

10.

11.

12.

14.

16.

Dewan Pengawas adalah organ vyang bertugas
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD
RSUD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
scbagai Bendahara Umum Daerah.

.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya

disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran
tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai
bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran
transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan,
serta penginterprestasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang
terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau
entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporang keuangan.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan
stara kas kapada BUD dan/atau BLUD.

Asct adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh Pemecrintah dan/atau BLUD
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana
manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
dan/atau BLUD maupun masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Beban adalah penurunan manfaat ckonomi atau
potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran
atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



7

18.

19.

20.

21

22.

23.
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26.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah dan/atau
BLUD yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk
memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen,
dan royalti, atau manfaat sosial schingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pclayanan kepada masyarakal.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan bank yang
sctiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintahan.

Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD
pada bank yang ditunjuk Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh
pengeluaran BLUD.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-
praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-
akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas
pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas
akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan
mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat
disajikan scbagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat
LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber,
alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang
dikelola olch BLUD yang menggambarkan
perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam
satu periode pelaporan.

Pendapatan-LO adalah hak BLUD yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah secmua pencrimaan rekening
Kas BLUD yang mecnambah Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak BLUD, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh BLUD.

Pengeluaran Kas adalah scmua aliran kas yang keluar
dari BLUD.



27. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO,
beban dan surplus/defisit operasional dari suatu
entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai
pecdoman BLUD RSUD untuk menyusun dan
melaksanakan kebijakan akuntansi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk :

a. penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan
permasalahan Akuntansi yang belum diatur dalam
SAP;

b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai
apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan
SAP; dan

c. pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan
informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang
disusun sesuai dengan SAP.

BAB II
LAPORAN KEUANGAN BLUD RSUD
Bagian Kesatu
Komponen Laporan Keuangan
Pasal 4

(1) BLUD RSUD menyusun pelaporan dan pertanggung
jawaban berupa laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan BLUD RSUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi anggaran;

o

laporan perubahan saldo anggaran lebih;
neraca;

laporan opcrasional;

laporan Arus Kas;

laporan perubahan ekuitas; dan
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catatan atas laporan keuangan.



(3) Laporan keuangan BLUD RSUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan SAP.

(4) Dalam hal SAP tidak mengatur jenis usaha BLUD,
BLUD RSUD mengembangkan dan mencrapkan
kebijakan Akuntansi.

(5) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 5

(1) Laporan keuangan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang
berisikan informasi pencapaian hasil atau kecluaran
BLUD RSUD

Pasal 6

(1) Direktur menyusun laporan keuangan semesteran dan
tahunan.

(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling
lama 2 (dua) bulan sctclah periode pelaporan berakhir,
setelah dilakukan reviu oleh Inspektorat Kabupaten.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan
keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/
dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten.

(4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD
tahunan.

Bagian Kedua
Pengakuan Akun Laporan Keuangan
Pasal 7

(1) Pendapatan-LRA pada BLUD RSUD diakui pada saat
pendapatan kas yang diterima BLUD RSUD.

(2) Belanja pada BLUD RSUD diakui pada saat
Pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD RSUD.

(3) Penerimaan Pembiayaan pada BLUD RSUD diakui
pada saat kas yang diterima BLUD RSUD.

(4) Pengeluaran Pembiayaan pada BLUD RSUD diakui
pada saat pengeluaran pcmbiayaan yang dilakukan
oleh BLUD RSUD.



(5) Pendapatan-LO pada BLUD RSUD diakui pada saat :
a. timbulnya hak atas pendapatan; dan

b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk
sumber daya ekonormi.

(6) Beban pada BLUD diakui pada saat :

a. timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya
peralihan hak dari pihak lain ke BLUD RSUD tanpa
diikuti keluarnya kas;

b. terjadinya konsumsi Aset yaitu pada saal
Pengeluaran Kas kepada pihak lain yang tidak
didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi
Aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD
RSUD; dan

c. terjadinya penurunan manfaat ckonomi atau
potensi jasa yaitu saat penurunan nilai Aset

sehubungan dengan penggunaan Aset
bersangkutan/berlalunya waktu.
Pasal 8

(1) Dalam pelaksanaan anggaran, Direktur menyusun
laporan pendapatan BLUD RSUD, laporan belanja
BLUD RSUD dan laporan pembiayaan BLUD RSUD
sccara berkala kepada PPKD.

(2) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat
pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati menerbitkan Surat Permintaan
Pengcsahan pendapatan, belanja dan Pembiayaan
untuk disampaikan kepada PPKD.

Bagian Ketiga

Penggabungan laporan Keuangan BLUD RSUD ke Dalam
Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

Pasal ©

(1) Laporan Realisasi Anggaran, neraca, Laporan
Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD
RSUD digabungkan pada laporan keuangan Entitas
Akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.

(2) Scluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan pada
Laporan  Realisasi Anggaran BLUD RSUD
dikonsolidasikan ke dalam Laporan Realisasi
Anggaran Entitas Akuntansi/entitas pclaporan yang
membawahinya.



(3) Laporan Arus Kas BLUD RSUD dikonsolidasikan
pada Laporan Arus Kas BUD. Transaksi dalam
Laporan Arus Kas BLUD RSUD yang
dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas BUD
adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
telah disahkan olch BUD.

(4) Laporan  Perubahan Saldo Anggaran Lebih
dikonsolidasikan pada laporan kecuangan entitas
pelaporan yang membawahinya.

BAB III
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 10
Untuk dirumuskan ketentuan mekanisme monitoring,
cvaluasi, dan pengawasan peclaksanaan Pengembangan dan
Penerapan Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra

Kotabaru dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang — undangan.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 11

Pendanaan Pengembangan dan Penerapan Kebijakan
Akuntansi Badan Layanan Umum Daecrah Rumah Sakit
Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru yang di atur
dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada RBA BLUD
RSUD dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat scsual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini di tctapkan, Pengembangan
dan Pencrapan Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra
Kotabaru yang telah dilaksanakan tetap berlaku, sepanjang

tidak bertentangan Peraturan Bupati ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tangal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 74 < /!

%BUPATI KOTABARU,

Diundangkan di Kotabaru

pad?%Qnggal

SEKRE’T"ARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

(BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021 NOMOR ....... )



